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KATA SAMBUTAN

Syukur Alhamdulillah atas berkat
rahmat Allah SWT, dan karunia-
Nya penyusunan buku yang berjudul
“Indikator Pembangunan Ekonomi
dan Keuangan Daerah: Tinjauan
Teoritis dan  Empiris”  dapat
terselesaikan. Saya selaku Dekan
Fakultas  Ekonomi  Universitas

Sriwijaya menyambut dengan baik

dan penuh rasa syukur atas terbitnya

Prof. Dr. Mohamad Adam,S.E.. ME.,
Dekan Fakultas Ekonomi,
Universitas Sriwijaya

buku ini. Adanya buku ini
merupakan suatu kehormatan dan
kebanggaan bagi saya karena melalui buku ini Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya dapat diperkenalkan. Buku “Indikator
Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah: Tinjauan Teoritis dan
Empiris” merupakan hal penting, karena buku ini dapat menjadi
sumber informasi mengenai pengukuran dalam menganalisis berbagai
indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah dan
dilengkapi dengan berbagai tinjauan Pustaka baik teoritis maupun
empiris. Pada kesempatan ini, saya haturkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan buku ini,

yang telah memberikan bantuan baik secara moral maupun materil.




Akhir kata, semoga buku “Indikator Pembangunan Ekonomi
dan Keuangan Daerah: Tinjauan Teoritis dan Empiris” bermanfaat

bagi kita semua.

Indralaya, Januari 2021

Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Mohamad Adam, SE., M.E.
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KATA PENGANTAR

Pembangunan ekonomi merupakan hal penting yang harus
diperhitungkan karena pembangunan ekonomi mengindikasikan
keberhasilan suatu negara. Pembangunan ekonomi dapat dilihat
melalui pertumbuhan ekonomi, yang mana kualitas pertumbuhan
ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk
mendorong pembangunan ekonomi daerah dapat menggunakan
otonomi daerah sebagai cara terbaik, karena kemandirian dalam
melaksanakan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan
efisien.

Buku ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pada bagian pertama
menyajikan berbagai pengukuran yang digunakan untuk menganalis
pembangunan ekonomi dan kinerja keuangan daerah. Penyajiannya
secara ringkas meliputi konsep dan defenisi dasar, formulasi dan
contoh perhitungan yang dilengkapi dengan contoh data dan
interpretasinya. Pada bagian kedua, buku ini menyajikan berbagai
tinjauan literatur baik secara teoritis maupun empiris Yyaitu
lingkungan dan pembangunan, upah tenaga kerja, aglomerasi industri,
efisiensi perbankan, perkembangan inkluisi keuangan, struktur
ekonomi serta keuangan desa.

Buku ini terdiri dari 8 bab, bab 1 membahas mengenai analisis
ekonomi daerah yang menyajikan informasi tentang dasar-dasar
ekonomi wilayah serta perhitungan PDRB juga produktivitas
ekonomi. Pada bab 2 membahas mengenai analisis keuangan daerah
yang meliputi konsep keuangan daerah, komposisi APBD serta
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penilaian kinerja keuangan daerah. Bab 3 membahas mengenai
lingkungan dan pembangunan, yang meliputi hubungan antara
lingkungan dan pembangunan, pembangunan berkelanjutan serta
kebijakan yang digunakan untuk melakukan pembangunan yang
berwawasan lingkungan. Bab 4 membahas mengenai determinan dan
struktur upah pekerja.

Pada bab 5 membahas mengenai potensi aglomerasi industri
kecil di Sumatera Selatan baik ditinjau dari skala ekonomi, biaya
bahan baku dan pemasaran serta upah pekerja. Bab 6 menyajikan
informasi mengenai efisiensi perbankan. Bab 7 membahas mengenai
perkembangan inkluisi keuangan Sumatera Selatan. Bab 8 membahas
mengenai dana desa serta kontribusinya terhadap pengurangan
kemiskinan dan perkembangan wilayah.

Buku ini dikemas sedemikian rupa agar dapat memudahkan
para pembaca dalam memahami Indikator Pembangunan Ekonomi
dan Keuangan Daerah. Penulis mengucapkan terima kasih kepada
seluruh pihak yang terlibat dan membantu proses penyusunan buku
ini, yang telah bersedia menyumbangkan ide, pikiran, waktu dan
tenaga sehingga pada akhirnya buku ini dapat selesai dan diterbitkan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Januari 2021

Penulis
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BAB II

ANALISIS KEUANGAN DAERAH
Oleh:

Azwardi, Imelda, Kurnia Sari, Nadiya Angraini

2.1 Konsep dan Definisi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, keuangan merupakan faktor yang

penting dalam melihat tingkat kemampuan daerah dalam

melaksanakan otonomi daerah sehingga pemerintah daerah seharusnya
menjalankan fungsi dan peranan secara efisien terutama mengelola
keuangan daerahnya. Pemerintah daerah harus melakukan upaya
untuk menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil
masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat
memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi
pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Menurut Nataluddin

(2001), dua isu utama yang berkaitan dengan implikasi keuangan

daerah terhadap otonomi daerah, yaitu:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki
kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber
keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang
cukup memadai untuk membiayai penyelenggaran
pemerintahannya.

2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin
dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber

keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan
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keuangan pusat dan daerah sehingga peranan pemerintah daerah
menjadi lebih besar.

Halim (2012) menyatakan bahwa keuangan daerah merupakan
hak serta kewajiban yang dinilai dengan uang, dan segala sesuatu
yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan
daerah selama belum dikuasai atau dimiliki oleh negara maupun
daerah yang lebih tinggi maupun pihak lain sesuai ketentuan undang-
undang yang berlaku. Sedangkan kinerja yang menggunakan ukuran
indikator keuangan disebut kinerja keuangan. Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 1, menyebutkan keuangan daerah
adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk
kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut. Pasal 1 ayat 2 menyatakan pengelolaan
keuangan daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
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Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Pengawasan
RPJMD Rancangan Penaaausahaan | Akuntansi 1| pambinasn
: | pendapatan | |
DpA-SKPD Keuangan b 6
Bendahara Daerah -Pembarian
RKPD penarimaan Padoman
Bintingan
\lf -Supards
cun B peas || | opaskeo | | [ pentaausanaan Konsuias)
belanja — )
\j‘ \b -Palatihan
Bandahara -Penalitian L
pengsluaraan )
Pangawasan
terhadap
-.l, i " palaksanaan
Wokayaan dan Latatlan  Alas Perda  tentang
kewajiban Laporan ]
panyusunan Dazran: Keuangan
RKA-SKPD b A ( 3
Has Umum
Fiuang
g:;ﬂ";g' B Laporan Pengendalian
Dana Cadangan Keuangan It
AMang diperksa oleh
Laporan h / BPK 4
Realisasi —_— Pameriksaan
Semester Elstern
tama Akuntansi
APBD P J f )
Keuangan L Rancangan
* Paraturan
Daerah Dizsaiah
tantang
Pt e
jawaban
—_ APBD

Sumber: Mardiasmo (2005)

Gambar 2.1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 66
Ayat 1 mengatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
keadilan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan
keuangan daerah dilaksanakan dengan pendekatan kinerja yang
berorientasi pada output dengan menggunakan konsep nilai uang atau
value for money serta prinsip tata pemerintahan yang baik atau good

governance.
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Akan tetapi, pengelolaan keuangan pemerintah daerah otonom
secara umum belum dijalankan fungsi dan peranannya secara efisien.
Situasi ini muncul karena pendekatan umum yang digunakan adalah
pendekatan ikremental, dimana pendekatan ini digunakan dalam
penentuan besarnya alokasi dana untuk setiap kegiatan. Pendekatan
ikremental didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang
bersifat umum, misalnya jumlah penduduk atau pertumbuhan ekonomi
atau laju inflasi. Selain pendekatan ikremental, digunakan juga
pendekatan lain misalnya pendekatan [line-item budget yaitu
perencanaan anggaran yang didasarkan pada pos anggaran yang sudah
ada sebelumnya. Pada pendekatan ini, pemerintah daerah tidak
menghilangkan satu atau lebih pos pengeluaran yang ada meskipun
pos pengeluaran tersebut sebenarnya secara riil tidak dibutuhkan oleh
unit kerja yang bersangkutan.

Perencanaan pengeluaran yang kurang memadai tersebut
akhirnya  menimbulkan  kemungkinan  underfinancing  atau
overfinancing. Keduanya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan
efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah (Halim, 2017). Masalah
utama yang dihadapi oleh unit kerja yang mengalami underfinancing
adalah rendahnya kapabilitas program kerja dalam pemenuhan
kebutuhan dan tuntutan public. Sedangkan unit kerja yang mengalami
overfinancing adalah efisiensi yang rendah. Situasi tersebut dapat
menyebabkan layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan
kurang sesuai dengan tuntutan publik, sementara dana yang ada pada
anggaran keuangan merupakan dana publik. Dalam jangka panjang,

kondisi tersebut cenderung membuat peran pemerintah daerah
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semakin lemah dalam hal sebagai stimulator, fasilitator, koodinator

dan entrepreneur dalam proses pembangunan daerah.

2.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Aspek keuangan dan fiskal menjadi modal dasar yang perlu

diperhatikan yang tercermin dari Anggaran Daearah atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah alat atau

instrumen kebijakan untuk menentukan besarnya pendapatan dan

pengeluaran, sebagai alat bantu pengambilan keputusan perencanaan
pembangunan dan alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun

2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah

Tahun 2015 Pasal 1 ayat 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan
dengan peraturan daerah. APBD merupakan suatu anggaran daerah
yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secar rinci.

2. Adanya sumber penerimaan yang menjadi target minimal untuk
menutupi biaya terkait aktivitas tersebut dan adanya biaya yang
merupakan batas maksimal pengeluaran yang dilaksanakan.

3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.

4. Periode anggaran adalah satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun

2006, APBD memiliki beberapa fungsi diantaranya:
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. Fungsi Otorisasi: anggaran daerah menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang
bersangkutan.

. Fungsi Perencanaan: anggaran daerah menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang
bersangkutan.

. Fungsi Pengawasan: anggaran daerah menjadi pedoman untuk
menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

. Fungsi Alokasi: anggaran daerah harus diarahkan untuk
menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan
pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efiesiensi dan
efektivitas perekonomian.

. Fungsi Distribusi: kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan
rasa keadilan dan kepatutan.

. Fungsi Stabilisasi: anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental
perekonomia

APBD dapat digunakan sebagai indikator hubungan fiskal

antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta mengukur

kreativitas dan kemandirian pemerintah daerah khususnya dalam

pembiayaan pembangunan. Pemerintah pusat menjadikan APBD

khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kriteria utama

dalam pemberian otonomi kepada daerah, sehingga menuntut

kreativitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi

sumberdaya dan ekonomi wilayah.
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Struktur dan komposisi dalam APBD terdiri dari aspek
pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan daerah adalah semua
penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang
menjadi hal milik daerah. Pengeluaran daerah adalah semua
pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
Sedangkan belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah

dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

1. Pendapatan Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari

4 bagian yakni:

1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari:

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang sah.

2). Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun

2004, Dana perimbangan terdiri atas:
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a. Dana Bagi Hasil, bersumber dari pajak dan sumberdaya alam.

Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas: Pajak
Bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Atas Hak Tanah
dan Bangunan (BPHTP), Pajak Penghasilan (PPh).

. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN vyang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan

Desentralisasi.

. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu
dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus
yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional.

Selengkapnya komposisi penerimaan dan pengeluaran

pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Komposisi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah

No. Sun;lp:::}j:;;:rgzr;ﬁ}emh No. Pengeluaran Daerah
A. | PENDAPATAN ASLI A. | 1. BELANJA TIDAK
DAERAH LANGSUNG
1.1 Pajak Daerah 1.1 Belaja Pegawai
1.2 Retribusi Daerah 1.2 Belanja Bunga
1.3 Hasil Pengelolaan 1.3 Belanja Subsidi
Kekayaan Daerah Yang 1.4 Belanja Hibah
dipisahkan 1.5 Belanja Bantuan Sosial
1.4 Lain-lain Pendapatan 1.6 Belanja Bagi Hasil
Asli Daerah yang Sah kepada
Prov/Kab/Kota/Pemerin
tah Desa
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1.7 Belanja Bantuan
Keuangan kepada
Prov/Kab/Kota/Pemerin
tah Desa

1.8 Belanja Tidak Terduga

DANA PERIMBANGAN
2.3 Dana Bagi Hasil
Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak
2.3.1Bagi Hasil Pajak
2.3.2Bagi Hasil Bukan
Pajak/Sumber Daya
Alam
2.4 Dana Alokasi Umum
(DAU)
2.5 Dana Alokasi Khusus
(DAK)

2. BELANJA LANGSUNG
1.1 Belanja Pegawai

1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.3 Belanja Modal

Total Belanja Daerah =
Belanja Langsung + Belanja
Tak Langsung

LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

3.1 Pendapatan Hibah

3.2 Dana Darurat

3.3 Dana Bagi Hasil Pajak
dan Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya

3.4 Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus

3.5 Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya.

BELANJA MENURUT
FUNGSI (BELANJA
PEMBANGUNAN)

1. Pelayanan Umum

2. Ketertiban dan
Keamanan

Ekonomi (sektoral)
Lingkungan Hidup
Perumahan dan Fasilitas
Umum

Kesehatan

Pariwisata dan Budaya
Pendidikan
Perlindungan Sosial

ok

Reiie s =)

PINJAMAN DAERAH
Pinjaman dalam negeri
Pinjaman luar negeri

Pendapatan Daerah =
(A+B+C+D)

Pengeluaran Daerah = (A +
B+ C)

Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun Berkenan
(E)

= Pendapatan - Pengeluaran
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Keterangan lebih rinci dari masing-masing komponen dapat
dipelajari dalam UU No. 23 tahun 2014 dan UU No. 32 Tahun 2004,
serta PP No. 12 Tahun 2019.

Data komposisi APBD tersebut memberikan manfaat untuk
berbagai analisis (Muta’ali, 2015), diantaranya yaitu:

1. Penilaian tingkat kemandirian daerah dalam pembiayaan
pembangunan;

2. Kinerja penyelenggaraan otonomi daerah;

3. Menilai efektivitas dan efisiensi dalam pendapatan dan belanja
daerah;

4. Menilai kinerja penyelenggaraan pembangunan khususnya alokasi
biaya pembangunan untuk sektor-sektor pembangunan

5. Menilai peran daerah dalam menggali potensi sumber-sumber
pendapatan dalam pembentukkan pendapatan daerah;

6. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan

pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

23 Kinerja Keuangan Daerah
emampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan merupakan
pilar penting dalam pembangunan dan otonomi daerah, sehingga jika
kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pembiayaannya
(Pendapatan Asli Daerah) dijadikan sebagai instrument dalam menilai
keberhasilan otonomi.
Analisis kinerja keuangan dilakukan untuk penilaian kinerja di
masa lalu dengan melakukan analisis sehingga didapatkan posisi

keuangan yang mewakili realitas dari entitas dan potensi-potensi
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kinerja yang akan berlanjut. Dengan melaksanakan analisis rasio
terhadap APBD yang telah ditetapkan maka indikator ini dapat
digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah.
Sebenarnya belum ada kesepakatan secara umum mengenai nama dan
kaidah pengukuran dari rasio keuangan, hal ini dikarenakan analisis
rasio yang dilakukan pada sektor publik terhadap APBD belum
banyak dilakukan. Namun dalam rangka pengelolaan keuangan daerah
yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien serta akuntabel
maka analisis rasio terhadap APBD perlu dilakukan meskipun kaidah
pengakuntasian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki
oleh sektor swasta (Halim, 2012). -

Dengan menggunakan struktur APBD dapat disusun
serangkaian ukuran kuantitatif kinerja keuangan dan pembangunan
daerah yang mendasarkan pada prinsip-prinsip otonomi dan
kemandirian penyelenggaraan pembangunan daerah. analisa struktur
keuangan daerah pada sisi pendapatan dapat c&unakan untuk melihat
kapasitas fiskal dan kemandirian daerah serta kinerja otonomi daerah.
sedangkan pada sisi pengeluaran atau pembelanjaan dapat diukur
efektifitas dan kinerja pembangunan daerah.

Penilaian kinerja keuangan daerah untuk daerah otonom sangat
berbeda dengan penilaian kinerja keuangan perusahaan. Keuangan
pemerintah daerah berbasis anggaran dan tidak memiliki tujuan untuk
memaksimalkan keuntungan (profit). Meskipun ada istilah surplus
atau defisit untuk pendapatan dan belanja. Surplus dan defisit tersebut

menunjukkan sebuah “muara” dari “komitmen™ atau “kesepakatan”

antara eksekutif dengan legislatif (DPRD) dalam satu tahun anggaran.

53




Menurut Halim (2012) pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio
keuangan pada APBD terdiri dari:
1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

2. Badan Eksekutif

3. Investor, Kreditor dan Donatur

4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
5. Masyarakat

Adapun tujuan pengukuran kinerja menurut Putra (2018) yaitu:

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.

2. Unutk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara
berimbang.

3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level
menengah dan bawahh serta memotivasi untuk mencapai
kesesuaian tujuan.

4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan

individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Halim (2012) menyatakan bahwa terdapat beberapa rasio
keuangan yang dikembangkan dalam organisasi pemerintah yaitu
rasio kemandirian, rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas PAD, rasio
aktivitas, debt service coverage ratio dan rasio pertumbuhan. Menurut
penelitian Sularso dan Restianto (2011) indikator ukuran kinerja
keuangan meliputi derajat desentralisasi, tingkat ketergantungan

keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio
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efisiensi, rasio keserasian, debt service coverage ratio dan rasio

pertumbuhan.

Berikut formulasinya dapat disusun sebagai berikut:

1. Kinerja APBD

Untuk menganalisa kinerja APBD dapat diformulasikan dalam bentuk
rasio yaitu membandingkan dengan perkembangan jumlah penduduk
dan pertumbuhan APBD dari tahun ke tahun. Formulasi kinerja
keuangan daerah atauékPBD dirumuskan sebagai berikut:

1).APBD per kapita adalah rasio APBD dengan jumlah penduduk

APBD (Rp)
Jumlah Penduduk

Rasio APBD dan penduduk =

Tabel 2.2. Perkembangan APBD dan Jumlah Penduduk Provinsi
Se-Sumbagsel Tahun 2018-2019

APBD Jumlah Penduduk Rasio APBD
Provinsi (Juta Rupiah) (Jiwa) Per Kapita

2018 2019 2018 2019 2018 | 2019

Jambi 4412464 | 4,575,192 | 3,570,272 | 3,624 579 | 124 | 126
Sumatera Selatan | 9,141,371 | 9,280,742 | 8,391 489 | §470,683 | 109 | 1.10
Bengkulu 2,851,808 | 2934057 | 1,963.262 | 1,991,793 | 145 | 147
Lampung 7098983 | 7,266,993 | 8370467 | 8447672 | 085 | 0.86
Bangka belitung | 2556977 | 2,694,205 | 1,459,873 | 1.488,792 | 1.75 | 1.8l

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik

Pada Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa selama 2 tahun terakhir,
Provinsi Bangka Belitung memiliki Rasio APBD Per Kapita yang
paling tinggi. Sedangkan provinsi yang memiliki APBD per kapita
terendah adalah Provinsi Lampung.
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2). Rasio Pertumbuhan APBD

Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) APBD mengukur seberapa besar
kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan
meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke
periode berikutnya. Rasio pertumbuhan APBD diperoleh dengan
mengurangi realisasi penerimaan APBD tahun sekarang dengan
realisasi penerimaan APBD tahun sebelumnya kemudian dibagi

dengan realisasi penerimaan APBD tahun sebelumnya.

(APBDt - APBD(t—1)
APBD(t—1)

Papsp =

Keterangarb'

Pspsp = Rasio pertumbuhan APBD
APBD,; = APBD pada tahun t
APBD,.; = APBD pada tahun t-1

Tabel 2.3. Perhitungan Rasio Pertumbuhan APBD untuk

Provinsi Se-Sumbagsel

Provinsi APBD (Juta Rupiah) Rasio Pertumbuhan
APBD
2018 2019

Jambi 4412464 4,575,192 0.037
Sumatera Selatan 9,141,371 9,250,742 0015
Bengkulu 2,851,808 2934057 0.029
Lampung 7.098 983 7.266993 0.024
Bangka belitung 2,556,977 2,694 205 0.054

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
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Pada Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa selama 2 tahun terakhir,
Provinsi Sumatera Selatan memiliki Rasio pertumbuhan APBD
terendah. Hal ini mengindikasikan selama 2 tahun terakhir
Pertumbuhan APBD Provinsi Sumatera Selatan hanya meningkat
sebesar 15 persen. Sedangkan Provinsi yang memiliki Rasio

pertumbuhan APBD tertinggi adalah Provinsi Bangka Belitung.

2
3). Tipologi Kinerja APBD
Berdasar analisa rasio APBD per kapita dam rasio pertumbuhan
APBD, maka dapat disusun Kinerja APBD di suatu wilayah yang

diformulasikan dalam gambar tipologi berikut:

Rasio Pertumbuhan Rasio APBD/Kapita
APBD > rata-rata APBD/Kapita | <rata-rata APBD/Kapita
R APBD Besar Tumbuh | APBD Kecil Tumbuh
PAtumbuhan
< APBD Besar Stagnan APBD Kecil Stagnan
pertumbuhan = =

Sumber: Muta’ali (2015)
Gambar 2.2. Tipologi Kinerja APBD

Menurut model tipologi tersebut, APBD dibagi menjadi 4 (empat)

klasifikasi:

1. APBD besar tumbuh, merupakan APBD yang memiliki rasio
APBD/kapita dan tingkat pertumbuhan di atas rata-rata.

2. APBD besar stagnan, merupakan APBD yang memiliki rasio
APBD/kapita di atas rata-rata, namun tingkat pertumbuhan di

bawah wilayah rata-rata wilayah kajian.
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3. APBD kecil tumbuh, merupakan APBD yang memiliki rasio
APBD/kapita di bawah rata-rata, namun tingkat pertumbuhan di
atas wilayah rata-rata wilayah kajian.

4. APBD kecil stagnan, merupakan APBD yang memiliki rasio

APBD/kapita dan tingkat pertumbuhan di bawah rata-rata.

Tabel 2.4. Perbandingan Rata-rata Rasio Pertumbuhan APDB dan
Rata-rata Rasio APBD Per Kapita di Provinsi
Se-Sumbagsel Tahun 2019.

Rasio .
Provinsi Pertumbuhan Analisa RI::M'{}I? P.E D Analisa
APBD er Kapita
. <rata-rata rasio >rata-rata
Jambi 0.037 pertumbuhan 1.26 APBD/kapita
Sumatera >rata-rata rasio >rata-rata
Selatan 3.015 pertumbuhan 1.10 APBD/kapita
>rata-rata rasio <rata-rata
Benglulu 0.029 pertumbuhan 147 APBD/kapita
>rata-rata rasio >rata-rata
Lampung 0.024 pertumbuhan 0.86 APBD/kapita
Bangka <rata-rata rasio <rata-rata
belitung 0.054 pertumbuhan .81 APBD/kapita
Rata-rata 0.032 1.30

Sumber: DJPK, data diolah 2020

Rasio Pertumbuhan Rasio APBD/Kapita
APBD > rata-rata APBD/Kapita | < rata-rata APBD/Kapita
APBD Besar Tumbuh

> rata-rata rasio APBD Kecil Tumbuh

pertumbuhan Sumatera Selatan Bengkulu
Lampung
) o APBD Besar Stagnan APBD Kecil Stagnan
< rata-rata rasio = =
rtumbuhan . .
pe - Jambi Bangka Belitung

Sumber: data diolah, 2020.

Gambar 2.3. Tipologi Kinerja APBD Provinsi
Se-Sumbagsel Tahun 2019
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Berdasarkan kuadran tipologi kinerja APBD di atas,
diketahui bahwa Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung
berada pada kuadran APBD Besar tumbuh. Hal ini mengindikasikan
bahwa rasio APBD/kapita dan tingkat pertumbuhan wilayah Provinsi
Sumatera Selatan berada di atas rata-rata wilayah. Provinsi Jambi
berada pada kuadran APBD Besar Stagnan. Hal ini mengindikasikan
bahwa rasio APBD/kapita Provinsi Jambi di atas rata-rata, namun
tingkat pertumbuhan di bawah rata-rata wilayah. Provinsi Bengkulu
berada pada kuadran APBD Kecil Tumbuh. Hal ini mengindikasikan
rasio APBD/kapita Provinsi Bengkulu di bawah rata-rata, namun
tingkat pertumbuhan di atas rata-rata wilayah. Sedangkan Provinsi
Bangka Belitung berada pada kuadran APBD Kecil Stagnan,
maksudnya rasio APBD/kapita dan tingkat pertumbuhan Provinsi

Bangka Belitung di bawah rata-rata wilayah.

4). Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) atau Derajat Desentralisasi
Fiskal

Kapasitas fiskal daerah menunjukkan tingkat otonomi fiskal yaitu
kemampuan pemeriintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan
pemerintah daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kapasitas fiskal diukur dengan formulasi berikut:

PAD
KFD = ——
TPD

Keterangan:
KFD = Kapasitas Fiskal Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah
TPD = Total Penerimaan Daerah
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Nilai KFD antara 0-1, semakin mendekati nilai 1 (besar) maka

semakin besar kemampuan fiskal daerah dan tingkat kemandirian

semakin tinggi dan sekaligus ketergantungan terhadap pemerintah

pusat semakin rendah.

Tabel 2.5. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Total

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019

(Dalam Rupiah)

Provinsi PAD TPD Nilai KFD
Jambi 1,651.089944 335 | 4,575,192 849,736 0.361
Sumatera Selatan 3.494510,853,252 | 9280,742.072 449 0.377
Bengkulu 826,674,936,050 | 2,934,057941,394 0.282
Lampung 3.018067291,160 | 7,266,993 438 828 0.415
Bangka belitung 826,701,095,332 | 2.694,205,659.655 0.307

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran.

adalah
adalah

Pada Tabel 2.5 dapat dilihat total PAD dan TPD tertinggi
Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan total PAD terendah

Provinsi Bengkulu dan total TPD terendah adalah Provinsi

Bangka Belitung. Berdasarkan penghitungan nilai KFD, ke-5 Provinsi

di Sumbagsel memiliki nilai KFD yang belum mendekati 1. Hal ini

mengindikasikan bahwa kemampuan fiskal daerah dan tingkat

kemandirian daerah masih sangat rendah.

5). Ketergantungan Fiskal Pemerintah Daerah dan Pusat

Ketergantungan fiskal Daerah-Pusat dinyatakan dengan perbandingan

antara

kemampuan keuangan daerah atau PAD dengan penerimaan
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daerah yang berasal dari pusat atau Dana Perimbangan. Berikut

formulasinya:
KFDP, = 222
DP
Atau
KFDP, = —
TPD

KFDP = ketergantungan fiskal Daerah-Pusat
PAD = Pendapatan Asli Daerah
DP = Dana Perimbangan dari pusat yang terdiri dari Bagi hasil
pajak, DAK dan DAU
TPD = Total Penerimaan Daerah
Nilai KFDP antara 0-1, semakin mendekati nilai 1 (besar)
maka semakin kecil ketergantungan daerah terhadap pusat dan tingkat
kemandirian semakin tinggi. berdasarkan rentang nilai berikut dapat
dibuat klasifikasi berikut:
<025 = Sangat tidak mandiri, ketergantungan terhadap
pemerintah pusat
0,26-0,50 = Tidak Mandiri, Ketergantungan terhadap pusat tinggi
051-0,75 = Mandir
>0,75 = Sangat Mandiri

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam
Nataluddin (2001), pola hubungan keuangan pusat dan daerah dalam

pelaksanaan otonomi daerah terdiri dari 4 pola yaitu:
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a. Pola Hubungan Instruktif

Peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian
pemerintah daerah, artinya daerah belum mampu menyelenggarakan
otonomi daerah.
b. Pola Hubungan Konsultatif

Daerah sudah sedikit mampu menyelenggarakan otonomi
daerah, hal ini dikarenakan campur tangan dari pemerintah pusat
sudah sedikit berkurang.
¢. Pola Hubungan Partisipatif

Campur tangan pemerintah pusat tidak lagi dominan, karena
tingkat kemandirian daerah otonom sudah layak dan mampu
melaksanakan otonomi.
d. Pola Hubungan Delegatif

Daerah sudah benar-benar mampu dan mandiri dalam
penyelenggaran otonomi daerah, hal ini dikarenakan campur tangan
pemerintah sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain, daerah otonom lah

yang mendominasi pelaksanaan otonomi daerah.

Tabel 2.6. Klasifikasi Indeks Kemandirian Wilayah

. . - Pola Hubungan
Klasifikasi Nilai KFDP Pusat-])aerga h
Sangat Tidak Mandiri <2500 Instruktif
Tidak Mandir 0,25-0.50 Konsultatif
Mandiri 0,51-0,75 Partisipatif
Sangat Tinggi >0,75 Delegatif

Sumber: Halim (2007)
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Tabel 2.7. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Dana
Perimbangan Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)

Provinsi PAD PERID?I%NA;GAN KFDP,
Jambi 1.651,089.944 335 | 2,896,753 806401 | 0.57
Sumatera Selatan | 3494,510,853.252 | 5,698,701,179582 | 0.61
Bengkulu 826,674.936,050 | 2076.151,739,620 | 0.40
Lampung 3018067,291,160 | 2,627,195349,110 | 1.15
Bangka belitung 826,701,095,332 | 1,742433563.849 | 047

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 2.7 memperlihatkan bahwa total PAD dan DP tertinggi
adalah Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan total PAD terendah
adalah Provinsi Bengkulu dan Total DP terendah adalah Provinsi
Bangka Belitung. Berdasarkan penghitungan nilai KFDP,, Provinsi
Lampung memiliki nilai KFDP; yang melebihi 1, hal ini
mengindikasikan bahwa Provinsi Lampung memliki tingkat
ketergantungan daerah yang rendah terhadap pemerintah pusat.
Berdasarkan klasifikasi indeks kemandirian wilayah, pola hubungan
yang terjadi di Provinsi Lampung adalah pola hubungan delegatif
yang berarti daerah otonom telah mendominasi pelaksanaan otonomi
daerah karena campur tangan pemerintah sudah sangat rendah. Nilai
KFDP, untuk ke-4 (empat) Provinsi lainnya masih mendekati nilai 1,
hal ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah

pusat masih sangat tinggi.
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6). Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh

dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada

pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah

sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
Indikator PAD sangatlah strategis dalam pembangunan

wilayah khususnya membangun kemandirian dan otonomi pemerintah

dalam melaksankan pembangunan. Selain formulasi dan rasio yang

telah disebutkan dapat dikembangkan lagi ukuran dalam menilai

kinerja PAD, diantaranya:

- Perbandingan PAD dengan pengeluaran total

- Perbandingan PAD dengan pengluaran rutin

- Perbandingan PAD + Bagi hasil pengeluaran total

- Perbandingan PAD + Bagi hasil pengeluaran rutin

- Perbandingan PAD Per Kapita dengan Pengeluaran Rutin Per

Kapita
- Perbandingan PAD Per Kapita dengan Pengeluaran Total Per
Kapita

7). Elastisitas PAD
Selain itu untuk melihat aspek perubahan PAD terdapat struktur

APBD juga dapat dinilai dengan elastisitas PAD, yaitu:

_ APAD Atau e — APAD
~ AAPBD ~ APDRB
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keterangan:

e = elastisitas PAD dalam keuangan daerah atau terhadap PDRB
APAD = perubahan nilai PAD pada dua skala yang berbeda

AAPBD = perubahan nilai APBD pada dua skala yang berbeda
APDRB = perubahan nilai PDRB pada dua skala yang berbeda

Tabel 2.8. Penghitungan Elastitas PAD Provinsi Lampung
Tahun 2018-2019

PDRB (Milyar
Tahun | PAD (Juta Rupiah) Rupiah) Elastisitas PAD
2018 2.864 235 232.207.68 12 589
2019 3,018,067 244.,436.79

Sumber: DIPK dan BPS

Elastisitas PAD Provinsi Lampung sebesar 12,58 persen.
Semakin tinggi nilai elastisitas PAD suatu daerah maka semakin baik
pula peran dan perubahan nilai PAD terhadap APBD ataupun PDRB.

Dengan menggunakan kriteria share and growth, kemampuan
PAD suatu daerah juga dapat dikelompokkan kedalam tipologi

berikut:

Growth PAD
> rata-rata (tinggi) < rata-rata (rendah)

Share PAD

> rata-rata (tinggi) | PAD Besar Tumbuh | PAD Besar Stagnan

< rata-rata (rendah) | PAD Kecil Tumbuh | APBD Kecil Stagnan
Sumber: Muta’ali (2015)
Gambar 2 4. Kriteria Share And Growth
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Keterangan:

Share = EX 100% Growth = (PADt - PAD(t—-1)

Ly
APBD PAD(t—1) X 100%

Tabel 2.9. Perhitungan Share PAD Provinsi Lampung Tahun 2019

Provinsi PAD APBD Share
(Rupiah) (Rupiah) PAD

Jambi 1,651,089944 335 | 4,575,192,849.736 | 36.09

| Sumatera Selatan 3494 510,853,252 | 9280,742072449 | 37.65
Bengkulu 826,674.936,050 | 2934057941394 | 28.18
Lampung 3018,067.291,160 | 7,266,993 438,828 | 41.53
Bangka Belitung 826,701,095,332 | 2,694 205,659,655 | 30.68

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019, data diolah.

Berdasarkan perhitungan share PAD di atas, diketahui bahwa
Provinsi Lampung memiliki persentase share PAD yang tinggi
sebesar 41.53 persen. sedangkan Provinsi dengan nilai share PAD

yang rendah adalah Provinsi Bengkulu memiliki persentase share

PAD sebesar 28.18 persen.

Tabel 2.10. Perhitungan Growth PAD Provinsi Lampung
Tahun 2018-2019 (Rupiah)

o Growth
Provinsi 2019 2018 PAD
Jambi 1,651,089.944 335 | 1,656,569597282 | (0.33)
Sumatera Selatan | 3494 510,853,252 | 3,528,010,712,184 | (0.95)
Bengkulu 826674936050 | 872257738966 | (5.23)
Lampung 3018067291.,160 | 2,864235,753.079 | 537
Bangka Belitung 826,701 095332 | 850441774831 | (2.79)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019, data diolah.
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Berdasarkan perhitungan growth PAD di atas, diketahui bahwa
hanya Provinsi Lampung memiliki pertumbuhan atau growth PAD.
Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir PAD Provinsi Lampung tumbuh
sebesar 5.37 persen. Sedangkan 4 Provinsi lainnya memiliki

penurunan atau tidak ada pertumubuhan dalam PAD.

Tabel 2.11. Perbandingan rata-rata share PAD dan Growth PAD
Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019.

. Share : Growth :
Provinsi PAD Analisa PAD Analisa
. < rata-rata < rata-rata
Jambi 36.09 rendah (0.33) rendah
Sumatera Selatan | 37.65 < rata-rata (0.95) > I'E.ltEl-l‘.EltEl
rendah tinggi
Bengkulu 2818 | CralTalm 5 ,qy | >ralaTala
tinggi tinggi
< rata-rata < rata-rata
Lampung 41.53 rendah 5.37 rendah
Bangka belitung | 3068 |~ owTad g 5g) | > rataraia
tinggi tinggi
I rata-rata 34 83 (0.79)

Sumber: DJIPK, data diolah
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Growth PAD

Share PAD . < rata-rata
> rata-rata (tinggi) (rendah)
PAD Besar PAD Besar
Tumbuh Staonan
> rata-rata (tinggi) 8
Bengkulu
Bangka Belitung
PAD Kecil Ai?a[; n':fl‘“l
< rata-rata (rendah) Tumbuh
Sumatera Selatan Jambi
Lampung

Sumber: data diolah, 2020

Gambar 2.5. Analisa kriteria share and growth Provinsi Lampung

Tahun 2018-2019.

Berdasarkan kuadran kriteria share and growth di atas,
diketahui bahwa Provinsi Bengkulu dan Provinsi Bangka Belitung
berada pada kuadran PAD Besar tumbuh.. Provinsi Jambi dan
Provinsi Lampung berada pada kuadran PAD Kecil Stagnan.
Sedangkan Provinsi Sumatera Selatan berada pada kuadran PAD
Kecil Tumbuh

8). Kinerja Pembangunan

Belanja atau pengeluaran daerah digunakan untuk mengukur
seberapa jauh efektifitas pencapaian hasil pembangunan. Secara
umum belanja daerah mencakup dua komponen yaitu belanja rutin
dan belanja pembangunan. Belanja rutin berupa belanja langsung

maupun belanja tidak langsung. Sedangkan belanja pembangunan
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berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan public menurut kepentingan
sektor pembangunan.

Dengan demikian, semakin tinggi dana APBD yang digunakan
untuk pembangunan maka semakin tinggi kinerja pembangunan
daerah. sebaliknya semakin banyak dana yang digunakan untuk
belanja pegawai maka semakin rendah keinerja pembangunan. Berikut

formulasi dalam 2 vkuran:

KPD, = —
TP
BP
KPD; =—

Keterangan:

KPD, = Kinerja Pembangunan Daerah (model pertama)

KPD» = Kinerja Pembangunan Daerah (model kedua)

BP = Belanja Pembangunan untuk menyediakan saranan dan
prasarana ekonomi masyarakat yaitu belanja pelayanan publik.

BR = Belanja Rutin (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Biaya
Pemelijaraan, Biaya Perjalanan Dinas, Belanja Lain-Lain)

TP =Total Pengeluaran atau Total Belanja Daerah

Nilai kinerja Pembangunan Daerah (KPD) berkisar antara 0-1.
Jika mendekati nilai 1 maka semakin tinggi kinerja pembangunan
karena semakin banyak alokasi belanja daerah untuk pembangunan.

Berikut klasifikasinya
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Tabel 2.12. Klasifikasi Kinerja Pembiayaan Pembangunan Wilayah

Klasifikasi KPD, KPD,

Sangat Tinggi >0,5 > 0,75
Tinggi 0,5-0,36 0,51-0,75
Rendah 0,35-0,20 0,25-0,50

Sangat Rendah <0.20 <025

Sumber:; data diolah, 2020

Tabel 2.13. Perkembangan Belanja Pembangunan dan Total Belanja
Daerah Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah)

Belanja .
Provinsi Pembangjunan TOtgﬂEf;ﬁ e KPD,
(Modal)
Jambi 866,500,805,931 | 4824366351413 | 0.18
Sumatera Selatan | 1,606219507432 | 9618074513841 | 0.17
Bengkulu 741823063584 | 3,118303518,797 | 0.24
Lampung 1014037524021 | 7058, 713 889,024 | 0.14
Bangka belitung 441201203551 | 2,776 076 365845 | 0.16

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pada Tabel 2.13, belanja pembangunan dicerminkan dengan

belanja modal. Belanja modal merupakan pos akun belanja langsung

di dalam laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah (LRA).

Berdasarkan PP No.

12 Tahun 2019, belanja modal

adalah

pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya

yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Provinsi sumatera selatan adalah provinsi dengan alokasi

belanja modal tertinggi dan Provinsi dengan alokasi belanja modal
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terendah adalah Provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan penghitungan
KPD, atau nilai kinerja pembangunan daerah, ke-5 (lima) Provinsi Se-
Sumbagsel memiliki klasifikasi kinerja pembangunan yang masih
sangat rendah. Diharapkan kepada pemerintah untuk memperbesar
porsi alokasi belanja yang bersifat pengadaan dan pembangunan
karena akan berdampak pada kemajuan suatu daerah.

Data belanja pembangunan untuk sektoral, misalnya untuk
sektor permukiman, pendidikan, kesehatan, pertanian, dapat
digunakan untuk mengetahui keberhasilan atau kinerja pembangunan
sektor tersebut. Intensitas belanja pembangunan juga dapat
dibandingkan posisi variabel kunci lainnya seperti jumlah penduduk,
luas wilayah dan sebagainya. Contoh formulasinya sebagai berikut:

Rasio Belanja Pembangunan Per Kapita =

Total Belanja Pembangunan (RP)
Jumlah Penduduk

Distribusi Belanja Pembangunan Per Wilayah =

Total Belan ja Pembangunan (Rp)
Luas Wilayah

9). Efisiensi dan Efektivitas Keuangan Daerah

Efisiensi keuangan daerah adalah rasio yang menggambarkan
perbandingan antara besarnya realisasi pengeluaran dengan realisasi
penerimaan daerah. dalam melakukan fungsi pelayanan publik, maka
pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara penerimaan dan
pengeluaran atau terjadi kesuaian diantara keduaya. Pengeluaran sama

atau mendekati penerimaan. Formulasinya sebagai berikut:
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1. Rasio Efektivitas
Pengukuran tingkat efektvitas ini dilakukan untuk mengetahui
berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan

data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Berikut formulasinya:

Realisasi Pendapatan

Rasio Efektivitas =
Target Pendapatan

2. Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan untuk mengetahui
seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan kegiatan dengan mengukur
input yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Berikut

formulasinya:

Pengeluaran Belan ja

Rasio Efisiensi =
Pendapatan

Menurut Kemendagri, Nilai Efektivitas dan Efisiensi

Keuangan Daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.14. Klasifikasi Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas
Klasifikasi Kriteria
> 1 Sangat Efektif
09-1,0 Efektif
0.8-09 Cukup Efektif
06-0.8 Kurang Efektif
<06 Tidak Efektif

Sumber: Muta’ali (2015)
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Tabel 2.15. Klasifikasi Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi
Klasifikasi Kriteria
> 1 Tidak Efisiensi
09-1,0 Kurang Efisien
0,8-09 Cukup Efisien
06-0,8 Efisien
<06 Sangat Efisien

Sumber: Muta’ali (2015)

Kinerja keuangan daerah tidak efisien karena pengeluaran
melebihi penerimaan daerah. jika tidak efisien maka keuangan daerah
menjadi defisit sehingga mengharuskan daerah untuk meminjam dana
atau mengambil APBD tahun berikutnya. Sebaliknya kinerja
keuangan daerah yang kurang efisien karena pengeluaran lebih kecil
dari penerimaan daerah. pada kondisi kurang efisien, maka keuangan
daerah menjadi surplus. Keadaan ini dimungkinkan rendahnya daya
serap dan realisasi kegiatan pembangunan yang akan berakibat pada

kegiatan pembangunan yang tidak berjalan maksimal.

Tabel 2.16 Perhitungan Rasio Efektivitas Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2017-2019

N Rasio
Tahun | Realisasi Pendapatan | Target Pendapatan Efektivitas
2017 0,280,742,072.449 | 9,660,923,645,962 0.96
2018 0,141,371,395,100 | 6,865,580,106,642 1.33
2019 8,195,968,131,.800 | 8,195,110,542,121 1.00

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
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Berdasarkan hasil penghitungan di atas dapat diketahui bahwa
rasio efektivitas di Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai yang
berkisar 0.9 sampai > 1. Pada tahun 2017 memiliki kriteria Efektif.
Sedangkan tahun 2018 dan 2019 memiliki kriteria sangat efektif. Hal
ini mengindikasikan Provinsi Sumatera Selatan secara agregat berhasil

dalam pencapaian tujuan anggaran.

Tabel 2.17 Perhitungan Rasio Efisiensi Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2017-2019 (Rupiah)

Rasio
Efisiensi

2017 6,409,382 ,404 458 9,280,742,072,449 0.69
2018 7,941,143 670,102 9,141,371,395,100 0.87
2019 9,618,074,513.,841 8,195,968,131,800 1.17

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data diolah.

Tahun | Pengeluaran Belanja | Realisasi Pendapatan

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, rasio efisiensi di
Provinsi Sumatera Selatan memiliki nilai yang berkisar 0.6 sampai >
1. Pada tahun 2017 memiliki kriteria Efisien. Sedangkan tahun 2018
memiliki kriteria Cukup Efisien. Tahun 2019 rasio efisiensi memiliki
nilai 1.17, hal ini mengindikasikan berada pada kriteria tidak efisien

karena pengeluaran belanja lebih besar daripada pendapatan.

10). Rasio Aktivitas
Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja

pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang

74




dialokasikan untuk belanja rutin, maka persentase belanja investasi
yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi
masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, rasio aktivitas

dapat diformulasikan sebagai berikut:

Total Belanja Rutin

Rasio Belanja Terhadap APBD =
Total APBN

Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD =

Total Belan ja Pembangunan
Total APEN

Dalam menghitung rasio ini belum ada ketetapan tolok ukur
yang dijadikan dalam perhitungannya. Hal ini dikarenakan adanya
dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi
diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun,
sebagai daerah di negara berkembang, peranan pemerintah daerah
untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relative besar. Oleh
karena itu, rasio belanja pembangunan masih perlu ditingkatkan

dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan di daerah.

Tabel 2.18. Perhitungan Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD
Provinsi Se-Sumbagsel Tahun 2019 (Dalam Rupiah).

Rasio Belanja
Provinsi Belanja Modal APBD Pe,?; ?ﬁgﬁi;dn
APBD

Jambi 866.,500.805.931 | 4,575,192 849,736 0.2
Sumatera Selatan | 1,606219,507 432 | 9,280,742 072 449 0.2
Bengkulu 741.823063,584 | 2,934 057941394 0.3
Lampung 1014037524021 | 7,266,993 438 828 0.1
Bangka belitung 441.201.203,551 | 2,694.205 659,655 0.2

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data diolah.

75




Dari perhitungan Tabel 2.18 diketahui bahwa Rasio Belanja
Pembangunan terhadap APBD Provinsi Se-Sumbagsel berkisar antara
0.0 sampai 0.3. Provinsi yang memiliki rasio tertinggi adalah Provinsi
Bengkulu. Sedangkan Provinsi yang memiliki rasio terendah adalah
Provinsi Lampung. Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Provinsi
Bangka Belitung memiliki Rasio Belanja Pembangunan terhadap

APBD dengan nilai yang sama.
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